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ABSTRACT

[bookmark: _Hlk214868436]The enforcement of competition law in Indonesia regarding tying agreements has traditionally been based on Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999, which adopts a per se illegal approach. This approach presumes that certain practices, including tying, are inherently anti-competitive and therefore do not require further economic impact analysis. However, in practice, the Indonesian Competition Commission (KPPU) has shifted toward applying the rule of reason approach in several tying agreement cases, assessing the potential positive and negative effects of business practices on market competition. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, along with comparative analysis of the legal system in the United States. The findings indicate that in several KPPU decisions, such as in the cases involving PT Pelindo II, PT Bank Rakyat Indonesia, and PT AHM, the rule of reason approach was used, despite the fact that Article 15 paragraph (2) still reflects the per se illegal doctrine. Similarly, legal developments in the United States also show a shift from strict application of the per se rule toward a more flexible rule of reason analysis that emphasizes economic effects and evidentiary evaluation. In conclusion, the per se illegal approach is no longer fully relevant when applied rigidly to tying agreement cases in Indonesia. To ensure legal certainty and fairness, it is recommended that the rule of reason approach be applied consistently and that regulatory reforms be undertaken to align with contemporary business practices.
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ABSTRAK

[bookmark: _Hlk214868475]Penegakan hukum terhadap praktik tying agreement di Indonesia selama ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan secara per se illegal. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa praktik tertentu, termasuk tying, secara otomatis merugikan persaingan dan tidak memerlukan pembuktian dampak secara ekonomis. Namun, dalam perkembangannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus beberapa perkara tying agreement justru menerapkan pendekatan rule of reason, yang menilai praktik bisnis berdasarkan dampak positif dan negatifnya terhadap persaingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta pendekatan komparatif terhadap sistem hukum di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan KPPU, seperti dalam perkara PT Pelindo II, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, dan PT AHM diputus menggunakan pendekatan rule of reason, meskipun secara normatif Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 masih mencerminkan pendekatan per se illegal. Sementara itu, praktik di Amerika Serikat menunjukkan pergeseran yang serupa, dari penerapan per se illegal menuju rule of reason yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan pembuktian yang berbasis dampak ekonomi. Kesimpulannya, pendekatan per se illegal sudah tidak lagi relevan jika diterapkan secara mutlak dalam perkara tying agreement di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, disarankan agar pendekatan rule of reason digunakan secara konsisten serta diperlukan pembaruan regulasi agar menyesuaikan perkembangan praktik bisnis modern.

Kata Kunci: Tying, Agreement, Persaingan.



PENDAHULUAN

Stabilitas perekonomian menjadi dasar utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan lingkungan persaingan usaha yang adil dan sehat. Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen krusial dalam dunia bisnis yang mampu menciptakan industri, perdagangan, dan iklim usaha yang efisien serta kondusif. Persaingan sehat juga dapat memotivasi pelaku usaha untuk terus berinovasi dan menyediakan pilihan terbaik bagi konsumen dalam hal kualitas, harga, dan layanan.[1] 
Pada umumnya, pelaku usaha mengembangkan inovasi dan strategi bisnis yang berfokus pada aspek harga, distribusi, produk, layanan, dan promosi untuk memenangkan persaingan serta mempertahankan posisi di pasar. Akan tetapi dalam praktiknya, intensitas persaingan yang tinggi dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan strategi bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.[2] Salah satu bentuk strategi bisnis yang sering ditemukan adalah praktik tying agreement.
Tying agreement adalah strategi penjualan yang mengharuskan konsumen membeli dua atau lebih produk secara bersamaan, dengan mewajibkan pembelian produk utama yang dikaitkan dengan produk lain yang ditentukan perusahaan di pasar tertentu. Meskipun praktik ini dapat mengurangi biaya transaksi, biaya pemasaran, dan risiko pembiayaan saat memasuki pasar, tying agreement juga dianggap sebagai bentuk praktik anti persaingan.[3]
Praktik tying agreement dianggap bertentangan dengan prinsip persaingan sehat karena berpotensi menimbulkan dampak negatif. Praktik ini dapat menciptakan hambatan masuk pasar bagi pesaing, membatasi kebebasan konsumen dalam memilih produk atau jasa, serta menjadi cara terselubung untuk melakukan jual rugi atau penetapan harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, tying agreement diatur secara tegas dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang.[4]
Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan praktik tying agreement terjadi di berbagai sektor. Salah satu contoh dalam bidang teknologi dan otomotif terjadi pada tahun 2019, melibatkan PT Astra Honda Motor (AHM) dan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS). Dalam perjanjian kerja sama antara PT AHM dan AHASS, ditemukan klausul yang mewajibkan pihak yang ingin memiliki bengkel AHASS untuk membeli strategic tools dan secara eksklusif menggunakan suku cadang seperti pelumas dari AHM. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pemaksaan yang dapat menghambat pelaku usaha lain dan mempersempit ruang kompetisi yang sehat.[5]
Contoh lainnya praktik tying agreement juga terjadi di sektor kepelabuhanan. Pada tahun 2014, PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) dan anak perusahaannya PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) diduga melakukan tying agreement di pelabuhan Tanjung Priok. Dalam kasus ini, seluruh pengguna jasa pelabuhan yang menggunakan fasilitas dermaga diwajibkan menggunakan Gantry Luffing Crane (GLC) milik PT Pelindo II dan PT MTI untuk kegiatan bongkar muat. [6] Kewajiban ini ditetapkan tanpa memberikan alternatif kepada pengguna jasa, sehingga menimbulkan indikasi pemaksaan yang membatasi kompetitor dalam menyediakan layanan sejenis.
Praktik serupa juga ditemukan dalam sektor perbankan. Pada tahun 2014, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (PT BRI) diduga melakukan tying agreement dengan mewajibkan debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membeli produk asuransi jiwa dari konsorsium asuransi yang terdiri dari PT Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance sebagai syarat pencairan KPR.[7] Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran karena membatasi kebebasan konsumen dalam memilih penyedia jasa asuransi secara independent.
Kasus lain terjadi pada tahun 2013 di Pelabuhan Teluk Bayur, di mana PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) kembali terlibat dalam dugaan praktik tying agreement. Dalam perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga, perusahaan mensyaratkan agar seluruh kegiatan bongkar muat hanya dilakukan melalui unit bongkar muat milik PT Pelindo II. Ketentuan tersebut secara langsung menutup akses bagi pelaku usaha lain di bidang yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan monopoli layanan bongkar muat di wilayah pelabuhan tersebut.[8]
Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik tying agreement masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum. Permasalahan persaingan usaha tidak sehat seperti praktik tying agreement ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen. KPPU sendiri bertugas menangani perkara persaingan usaha dan penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999. KPPU sebagai lembaga independent dapat bergerak secara leluasa untuk melakukan serangkaian penanganan perkara mulai dari investigasi hingga membuat putusan terhadap kegiatan, perjanjian, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang.[9] Atas hal tersebut, tugas KPPU pada prinsipnya melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dilanggar oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. 
Kegiatan penilaian yang dilakukan KPPU menggunakan dua pendekatan hukum untuk menganalisis dugaan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli, yaitu pendekatan per se Illegal dan rule of reason.[10] Pendekatan per se illegal melihat bahwa kegiatan atau perjanjian tertentu yang diatur dalam UU Anti Monopoli sudah memiliki sifat anti persaingan dan pasti memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini dilakukan tanpa pembuktian atau evaluasi atas dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini dapat dilihat dalam perjanjian atau kegiatan yang dilarang yang memuat frasa “dilarang” tanpa memuat frasa “yang dapat mengakibatkan”.[11]
Sebaliknya, pendekatan rule of reason digunakan KPPU untuk menilai kegiatan atau perjanjian yang dilarang dengan melakukan evaluasi atau pembuktian dampak terlebih dahulu. Pendekatan ini tertuang dalam ketentuan UU Anti Monopoli yang mengatur perjanjian atau kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, yang memuat frasa "yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Frasa – frasa tersebut secara tidak langsung meminta evaluasi mendalam terhadap tindakan pelaku usaha bisnis karena masih dimungkinkan tindakan tersebut memuat dampak positif terhadap persaingan usaha atau perekonomian umum.[12]
Apabila dilihat dari konstruksi Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli yang mengatur tying agreement, memuat kata “dilarang” tanpa ada frasa “yang dapat mengakibatkan”, sehingga metode penanganan atas praktik tying agreement ini akan diselesaikan menggunakan pendekatan secara per se illegal. Artinya praktik tersebut memberikan dampak negatif yang signifikan, sehingga segala bentuk usaha atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka secara otomatis akan dianggap sebagai praktik yang bertentangan dan melawan hukum dalam perspektif persaingan usaha. Atas dasar tersebut, penyelesaian perkara tying agreement pun dilakukan tanpa perlu membuktikan dampak secara ekonomis.
Namun, sejak diterbitkannya Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Perarturan KPPU No. 5 Tahun 2011), pendekatan yang digunakan KPPU dalam menangani kasus tying agreement mulai bergeser ke arah rule of reason. Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 melihat bahwa perjanjian tertutup merupakan praktik yang sulit yang sulit dipecahkan dan di sisi lain ruang yang lebih luas bagi KPPU untuk menyelidiki dampak negatif dan positif yang dapat ditimbulkan dari praktik tying agreement.[13]
Dengan adanya dualisme pendekatan yang diterapkan KPPU tersebut, timbul perdebatan mengenai relevansi pendekatan per se illegal dalam konteks penanganan permasalahan tying agreement di Indonesia. Dalam praktiknya, sejak diterbitkan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011, perkara – perkara tying agreement diperiksa dan diputus oleh KPPU dengan menggunakan metode yang berbeda-beda oleh Majelis Komisi, tergantung pada karakteristik masing-masing kasus. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada Perkara No. 02/KPPU-I/2013 terkait kasus PT Perlindo II di Pelabuhan Teluk Bayur, perkara No. 05/KPPU-I/2014 tentang kasus PT Bringin dan PT Heksa Life, serta Perkara No. 12/KPPU-I/2014 tentang kasus PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam ketiga perkara tersebut, Majelis Komisi KPPU memilih menggunakan pendekatan rule of reason dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan.
Sementara itu, pada Perkara PT AHM dan AHASS atas kewajiban pembelian strategic tools dan pelumas yang diputus lewat putusan 31/KPPU-I/2019 menjadi perkara yang cukup diperhatikan karena dalam pertimbangannya, Majelis Komisi menemukan secara per se illegal terlapor telah melakukan tying agreement namun secara rule of reason perbuatan terlapor menimbulkan dampak positif, sehingga majelis komisi memutuskan bahwa terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli.
Dengan adanya dualisme pendekatan yang diterapkan oleh KPPU tersebut, timbul perdebatan mengenai relevansi penerapan per se illegal dalam penangan perkara tying agreement di Indonesia. Di sisi lain, dalam konteks global, praktik tying agreement juga menjadi perhatian penting dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Negara tersebut pada awalnya menerapkan pendekatan per se illegal  yang secara otomatis menganggap setiap praktik tying sebagai pelanggaran, sebagaimana terlihat dalam kasus International Salt Co. v. United States (1947) dan Northern Pacific Railway v. United States (1958), di mana pengadilan menilai tying agreement sebagai praktik yang secara inheren merugikan persaingan.
Namun, seiring perkembangan ekonomi dan kompleksitas produk digital, pengadilan mulai beralih pada pendekatan yang lebih fleksibel. Perubahan signifikan terjadi dalam perkara Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde (1984) dan United States v. Microsoft Corp (2001), yang menandai pergeseran paradigma per se illegal menuju rule of reason.
Dalam pendekatan baru ini, pengadilan mempertimbangkan aspek efisiensi, inovasi, serta dampak ekonomi sebelum menentukan adanya pelanggaran hukum. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Amerika Serikat semakin adaptif terhadap dinamika pasar modern. Oleh karena itu, dengan membandingkan perkembangan tersebut, penelitian ini berupaya menilai apakah penerapan per se illegal dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 masih relevan dalam penanganan perkara tying agreement di Indonesia, serta bagaimana pendekatan rule of reason dapat memberikan alternatif yang lebih proporsional dalam menganalisis praktik tying agreement.
Dengan demikian, perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai relevansi penerapan per se illegal dalam perkara tying agreement, mengingat kompleksitas praktik bisnis modern dan potensi manfaat ekonomi dari penggabungan suatu produk.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah norma hukum dalam UU No. 5 Tahun 199 serta peraturan terkait yang menjadi dasar pengaturan tying agreement. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan KPPU dan pengadilan guna menelusuri pola penerapan pendekatan per se illegal. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan penerapan per se illegal dan rule of reason di Amerika Serikat.
Penelitian ini bertujuan menilai relevansi pendekatan per se illegal dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia serta menawarkan arah penerapan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar modern. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk membangun argumentasi yuridis yang konsisten dan kontekstual.

PEMBAHASAN 
Karakteristik Tying agreement sebagai Perjanjian Tertutup
Tying agreement merupakan salah satu bentuk perjanjian tertutup dalam praktik bisnis yang yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Praktik ini terjadi ketika pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk membeli satu produk tambahan (tied product) sebagai syarat untuk memperoleh produk utama (tying product). Kewajiban untuk membeli produk tersebut dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang memiliki posisi tawar yang tinggi (dominant bargaining power), sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi pelaku usaha dan konsumen.[14] Dalam perspektif hukum persaingan usaha, praktik ini dikritisi karena dapat membatasi kebebasan konsumen dalam memilih produk serta menutup akses pasar bagi pelaku usaha lain.
Pada praktiknya sering kali, tying agreement sering disamakan dengan praktik bundling, padahal keduanya memiliki karateristik yang berbeda secara fundamental. Bundling merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan dua atau lebih produk independen ke dalam satu paket penjualan dengan satu harga, dan biasanya ditawarkan berdasarkan permintaan pasar atau konsumen.[15] Sebaliknya, tying mengandung unsur pemaksaan terhadap produk tertentu, dimana produk tertentu tersebut sebenarnya tersedia dan dapat diperoleh secara terpisah, tetapi tidak dapat diakses konsumen tanpa membeli produk utama yang menjadi syarat.[16]
Untuk dapat menerapkan tying agreement secara efektif, pelaku usaha harus memiliki kekuatan pasar (market power) yang signifikan atas produk utamanya. Kekuatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk memaksa konsumen menerima produk tambahan yang mungkin tidak diinginkan. Oleh karena itu, dalam proses analisis hukum terhadap tying agreement, penting untuk menilai apakah pelaku usaha benar-benar memiliki kekuatan ekonomi dan penguasaan pasar yang dominan.[17] Parameter kekuatan pasar ini berbeda-beda di setiap yurisdiksi, misalnya saja Uni Eropa menetapkan ambang batas sebesar 30% pangsa pasar, sedangkan Indonesia menggunakan ambang 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011.[18]
Pengaturan tying agreement dalam hukum Indonesia secara tegas dituangkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli. Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak tersebut harus membeli barang atau jasa tambahan dari pelaku usaha yang sama. Dalam norma tersebut, tying agreement dikategorikan sebagai suatu perjanjian yang dilarang karena praktik tersebut dianggap membatasi akses pelaku usaha lain di pasar produk tertentu serta membatasi hak konsumen untuk memilih produk yang secara bebas.[19] 
Lebih lanjut, tying agreement juga memiliki dampak negatif lain terhadap struktur pasar. Menurut Erik dan Herbert Hovenkamp, terdapat dua bentuk utama dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tying agreement yaitu sebagai berikut :
1. Price Discrimination (Diskriminasi Harga)
Diskriminasi harga akan terjadi jika pembeli tidak menggunakan produk ikatan dalam proporsi tetap terhadap produk pengikat. Diskriminasi ini akan bergantung pada variasi tingkat penggunaan produk ikatan di antara pembeli sehingga pelaku usaha akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk memainkan harga yang berbeda untuk setiap pembeli.
2. Foreclosure (Penyitaan)
penyitaan ini berkaitan dengan sebuah perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar (market power) pada satu produk pengikat yang menggunakan praktik tying untuk secara efektif menghalangi pelaku usaha pesaing di pasar yang sama terutama untuk menjual produk ikatan.[20]
Selain kedua dampak tersebut, Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 juga mencantumkan dampak negatif lain dari tying agreement, seperti menciptakan hambatan masuk ke pasar (barrier to entry), memperkuat posisi monopoli, serta menyamarkan strategi penetapan harga seperti jual rugi (predatory pricing). Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa tying agreement, bila tidak dikendalikan dapat menimbulkan distorsi terhadap mekanisme pasar dan merugikan persaingan usaha secara keseluruhan.
	Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa dalam perkembangan praktik bisnis modern, tying agreement juga dapat memberikan dampak positif. Dalam situasi tertentu, praktik ini justru dapat memberikan kemanfaatan kepada konsumen maupun pelaku usaha, seperti peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya.[21] Menurut Guy Sagi, setidaknya terdapat 5 (lima) manfaat dari tying agreement yang dapat berdampak positif terhadap efisiensi dan persaingan usaha yaitu:
	Pertama, tying dapat meningkatkan kualitas produk utama. Tying agreement dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pada produk utama (tying product) melalui penggabungan beberapa produk menjadi satu yang pada awalnya ditawarkan secara terpisah. Penggabungan ini memungkinkan perusahaan menyediakan produk yang lebih fungsional dan efisien dibandingkan jika produk-produk tersebut ditawarkan secara terpisah. Misalnya, dalam industri teknologi, fitur-fitur tambahan yang diintegrasikan ke dalam produk utama seringkali berasal dari permintaan konsumen yang menginginkan kualitas dan kenyamanan lebih baik. Dalam konteks ini, tying menjadi sarana untuk memenuhi ekspektasi pasar dan meningkatkan daya saing produk.
	Kedua, tying dapat menurunkan biaya produksi. Integrasi beberapa produk melalui tying juga dapat menurunkan biaya produksi yang berkaitan dengan proses manufaktur, pengemasan, pengiriman, distribusi, dan pemasaran. Dengan mengintegrasikan beberapa komponen dalam satu paket, perusahaan dapat menghindari pengeluaragan ganda yang biasanya timbul saat produk dikembangkan, diproduksi dan dipasarkan secara terpisah. Contohnya, fitur kendaraan yang sebelumya dibeli terpisah, fitur-fitur tersebut telah disertakan dalam satu paket dengan harga yang lebih ekonomis.
	Ketiga, tying dapat mengurangi biaya pemasaran. Dengan menjual dua produk secara bersamaan dalam satu paket, perusahaan dapat mengurangi biaya pemasaran, pengemasan, logistik, serta penyimpanan. Sebagai ilustrasi, produsen perangkat elektronik dapat memilih untuk memasarkan produknya bersama dengan baterai khusus untuk pengoperasiannya. Jika konsumen diberi opsi untuk membeli produk dengan baterai atau tanpa baterai, maka hal ini akan menyebabkan produsen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendesain dua versi produk, mengatur distribusi ganda, dan menyusun strategi pemasaran terpisah. Tying dalam kasus ini menjadi alternatif untuk menekan biaya administratif secara keseluruhan.
	Keempat, tying dapat memberikan perlindungan terhadap reputasi produk dan perusahaan. Dalam kondisi tertentu, perusahaan menggunakan tying sebagai mekanisme kontrol kualitas untuk melindungi reputasi produk utamanya. Hal ini penting ketika produk pelengkap yang akan digunakan konsumen dapat mempengaruhi kinerja produk utamanya. Apabila konsumen menggunakan produk yang tidak kompatibel, maka hal ini dapat menurunkan performa produk utamanya dan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Contohnya, dalam kasus McDonald’s di Amerika Serikat yang mewajibkan pemegang waralaba menggunakan mesin es krim beserta layanan perbaikan dari Taylor Company, yaitu salah satu penyedia yang telah ditentukan untuk memastikan standar layanan tetap terjaga. Kerja sama ini bertujuan agar para pemegang waralaba tidak melakukan perbaikan sendiri yang mana bisa membuat perbaikan menjadi lebih rumit atau menggunakan layanan perbaikan dari perusahaan lain yang tidak kompeten sehingga dapat mempengaruhi reputasi McDonald’s di mata publik.
	Kelima, tying dapat mengurangi risiko dalam memasuki pasar baru.[22] Dalam ekspansi bisnis, penggabungan produk-produk yang saling mendukung dapat menjamin kompatibilitas, sehingga mengurangi potensi kegagalan fungsi atau keluhan yang dapat merugikan perusahaan di pasar yang baru dimasuki. Hal ini juga mempermudah kontrol mutu dan mempercepat adopsi produk di pasar sasaran.
	Sejalan dengan pandangan tersebut, Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tying agreement juga dapat memberikan manfaat berupa pengurangan biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi, serta manajemen logistik, serta memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik terhadap bahan baku atau komponen penting yang digunakan dalam produk yang kompleks, seperti mesin. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin.
[bookmark: _Hlk205117188]	Dengan memperhatikan kedua sisi dari tying agreement, baik potensi kerugian maupun manfaatnya, maka menjadi jelas bahwa tidak semua praktik tying agreement dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata menanggap bahwa tying agreement sebagai per se illegal perlu dikaji ulang. Pelaku usaha yang menerapkan praktik ini tidak semestinya langsung dikenai sanksi hukum, selama dapat dibuktikan bahwa praktik tersebut memberikan dampak positif terhadap efisiensi, inovasi, atau peningkatan kualitas layanan bagi persaingan usaha.[23]
 Dengan demikian, penilaian terhadap praktik tying ini diperlukan analisis menyeluruh terhadap motif dan dampak dari praktik tying, baik dari sisi struktur pasar, posisi dominan pelaku usaha, maupun pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam suatu persaingan usaha dan kesejahteraan konsumen.[24]


Praktik dan Putusan KPPU Dalam Kasus Tying agreement di Indonesia 
	Praktik tying agreement di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam menyelesaikan perkara tying agreement pada awalnya digunakan pendekatan secara per se illegal,  yang berarti bahwa praktik tersebut dianggap melanggar hukum tanpan memerlukan analisis pembuktian lebih lanjut mengenai dampak terhadap persaingan usaha.[25] Dasar dari pendekatan ini berakar pada leverage theory, yang menyatakan bahwa pelaku usaha menggunakan kekuatan pasar yang telah dimiliki pada produk utama untuk memaksa konsumen membeli produk tambahan.[26] Strategi ini dinilai merugikan persaingan karena memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan ganda dan sekaligus menghalangi pelaku usaha lain mengakses di pasar tersebut. Meskipun demikian, leverage theory masih menyisakan ruang untuk pemeriksaan lebih lanjut, khususnya terkait pertanyaan apakah konsumen benar-benar dapat dipaksa untuk membeli dua produk yang diikat (two tied product) dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika dibeli secara terpisah.[27]
	Pendekatan per se illegal pada dasarnya digunakan karena praktik tying memang dapat menimbulkan hambatan masuk pasar (barriers to entry) serta memperkuat posisi dominan pelaku usaha. Praktik ini berpotensi melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU Anti Monopoli. Namun demikian, pendekatan ini hanya dapat diterapkan apabila unsur – unsur dasar dari tying agreement telah terbukti secara formil.[28]
	Seiring berkembangnya pemahaman ekonomi dan persaingan usaha, muncul dorongan untuk memperbarui regulasi, khususnya dalam hal pembuktian dampak persaingan dari suatu praktik bisnis. Perkembangan ini turut mendorong pembaruan regulasi di Indonesia terkait pembuktian dalam kasus tying agreement. Menanggapi hal tersebut, KPPU menerbitkan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Peraturan KPPU tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15, diperlukan penafsiran yang tidak kaku.
Melalui peraturan tersebut, pendekatan rule of reason mulai diakomodasi dalam analisis tying agreement.  Pendekatan ini membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menunjukkan adanya dampak positif dari praktik tersebut, sehingga pelaku usaha yang melakukan tying agreement tidak serta merta dianggap melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.[29] Hal ini menunjukkan adanya persegeran paradigma dari pendekatan per se illegal menuju rule of reason, yang mengharuskan adanya pembuktian baik dampak negatif maupun dampak positif terhadap persaingan usaha.
	Pada dasarnya, penggunaan pendekatan secara rule of reason menuntut proses pembuktian yang lebih kompleks karena harus menilai dampak antikompetitif dan prokompetitif dari perjanjian serta kegiatan pelaku usaha. Oleh karena itu, pengadilan atau Majelis Komisi biasanya akan melakukan penilaian terhadap pasar bersangkutan (relevant market) dan juga mengukur kekuatan pasar (market power).[30] Pendekatan ini juga memungkinkan pemahaman yang menyeluruh terhadap motivasi pelaku usaha dalam melakukan tying agreement. Salah satu alasan umum para pelaku usaha melakukan tying agreement adalah untuk menjaga kualitas dan meningkatkan reputasi perusahaan. Misalnya, penggunaan produk tambahan yang tidak kompatibel dapat merusak performa produk utama dan mencoreng nama baik perusaan. Dalam situasi semacam ini, tying agreement dapat menjadi alat untuk memastikan kontrol mutu produk tetap terjaga.[32] 
	Setelah berlakunya Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011, terdapat sejumlah putusan KPPU yang penggunaan pendekatan rule of reason. Salah satu contoh awal adalah kasus jasa bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur (Putusan Nomor:2/KPPU-I/2013). Dalam kasus ini, PT Pelabuhan Indonesia II selaku pengelola pelabuhan di Teluk Bayur diduga mewajibkan penyewa lahan untuk menggunakan jasa bongkar muat dari unit usaha milik perusahaan tersebut. Perjanjian tersebut dianggap menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat sehingga terlapor dianggap melanggar pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli. Majelis Komisi menilai bahwa praktik ini merupakan bentuk praktik tying agreement dan tidak dapat serta merta dianggap melanggar hukum tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya. Oleh karena itu, Majelis Komisi menggunakan pendekatan rule of reason dengan memeriksa manfaat dan kerugian dari praktik tersebut terhadap persaingan usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik tersebut membatasi hak konsumen dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing.
	Kasus serupa terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor: 12/KPPU-I/2014) yang melibatkan kewajiban penggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) oleh seluruh pengguna dermaga. Majelis Komisi pada kasus ini kembali menerapkan pendekatan secara rule of reason, dengan terlebih dahulu menerapkan pembuktian pasar bersangkutan yang mencakup dimensi pasar produk dan pasar geografis. Analisis menunjukkan bahwa kewajiban tersebut menghilangkan pilihan konsumen, mempersempit akses pasar bagi penyedia crane alternatif, dan meningkatkan biaya bagi pengguna jasa Pelabuhan. Dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa terlapor melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli.
	Pendekatan yang sama juga digunakan dalam perkara bancassurance yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Putusan Nomor: 5/KPPU-I/2014). Dalam kasus ini, Majelis menemukan adanya kewajiban pembelian asuransi jiwa dari mitra tertentu sebagai syarat pengajuan KPR. Pada syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) hanya dapat dipenuhi oleh dua perusahaan asuransi mitra yaitu PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance, sehingga menimbulkan hambatan bagi pesaing. Selain itu, pada syarat dan ketentuan tersebut juga memuat perbedaan perlakuan terkait premi, free cover limit, dan cara pembayaran klaim. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan hambatan masuk ke pasar bagi perusahaan asuransi lain.  Majelis Komisi menilai bahwa praktik ini telah merugikan persaingan dan membatasi hak nasabah dalam memilih penyedia asuransi, sehingga terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a UU Anti Monopoli.
	Perkara lain yang menarik adalah kasus PT Astra Honda Motor (Putusan No. 31/KPPU-I/2019), yang mewajibkan siapa pun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) dan menerima peralatan awal (strategic tools) dari perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, Majelis Komisi menggunakan kedua pendekatan per se dan rule of reason secara bersamaan. Meskipun seluruh unsur tying agreement terpenuhi, Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa praktik tersebut juga memberikan dampak positif, khususnya bagi konsumen yang memperoleh jaminan kualitas dan efisiensi layanan. Berdasarkan asas kemanfaatan, Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli.
	Berbagai kasus setelah diterbitkannya Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan untuk menganalisis praktik tying agreement di Indonesia. Jika sebelumnya pendekatan per se illegal digunakan secara dominan, namun kini ketika peraturan tersebut dikeluarkan, Majelis Komisi cenderung menggunakan pendekatan rule of reason, yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan persaingan dan efisiensi pasar.
	
Perkembangan Pendekatan Tying agreement dalam Hukum Persaingan Usaha Amerika Serikat
	Amerika Serikat sebagai pelopor dalam pengembangan hukum persaingan usaha memiliki sejarah panjang dalam merespons praktik tying agreement. Secara historis, pendekatan yang digunakan terhadap praktik ini telah mengalami perubahan signifikan, khususnya terkait metode pembuktian dalam praktik tying agreement. Pada tahap awal, tying agreement dipandang sebagai praktik yang bersifat anti persaingan dan bertentangan dengan hukum karena dianggap tidak memberikan manfaat yang sah bagi pasar. Pendekatan yang digunakan adalah per se illegal, yang berarti bahwa praktik ini langsung dinyatakan melanggar hukum tanpa perlu dibuktikan dampaknya terhadap persaingan.[33] 
	Pandangan ini tercermin dalam sejumlah putusan penting, seperti kasus International Salt Co v. United States (1947) dan Northern Pacific Railway v. United States (1958). Pada kasus pertama, International Salt melakukan tying dengan mengikat penyewaan mesin berpaten (tying product) dengan kewajiban pembelian garam (tied product) dari perusahaannya. Perusahaan juga membuat perjanjian yang melarang penyewa membeli garam dari pesaing kecuali jika pesaing menawarkan harga lebih rendah.[34] Dalam kasus kedua, Northern Pacific Railway memasukkan klausul "preferential routing" yang mengharuskan pengguna jasa lahan milik perusahaan kereta api untuk memakai jasa angkutan miliknya, selama tarifnya setara dengan tarif pesaing.[35]
	Terhadap kedua kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat menilai bahwa praktik semacam itu tidak memiliki justifikasi bisnis yang sah karena berpotensi menutup akses pasar. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus International Salt Co v. United States (1947) menyatakan bahwa tying merupakan hal yang tidak masuk akal (unreasonable) secara per se karena praktik tersebut menghalangi pesaing dari pasar substansial. Selain itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat juga menggunakan pendekatan per se pada kasus Northern Pacific Railway v. United States (1958), dengan menggunakan kasus International Salt Co v. United States (1947) sebagai rujukan preseden.[36] 
	Namun demikian, mulai tahun 1960-an, terdapat indikasi perubahan dalam cara pandang pengadilan untuk menyelesaikan perkara tying agreement. Meski pendekatan per se masih diterapkan dalam kasus United States v. Loew’s Inc (1962) dan kasus Fortner Enterprises, Inc v. United States Steel Corp (1969), namun pengadilan mulai memberikan perhatian dengan menggunakan pembuktian terhadap elemen kekuatan pasar (market power) dari pelaku usaha. Bahkan, dalam perkara Fortner Enterprises, Inc v. United States Steel Corp (1969), Mahkamah Agung bahkan menyatakan pembuktian yang substansial pada kekuatan pasar (market power) menjadi prasyarat untuk menilai keberhasilan pemaksaan tying agreement.[37]
	Transformasi pendekatan semakin nyata pada tahun 1980-an. Meskipun kasus Jefferson Parish Hosp. Dist. No.2 v Hyde (1984) gagal menjadi tonggak peralihan dari per se ke rule of reason, kasus ini menghadirkan perdebatan penting di Mahkamah Agung.[38] Kasus Jefferson Parish Hosp ini berawal pada tahun 1977, ketika Edwin Hyde seorang ahli anestesi melamar masuk ke staf medis rumah sakit Jefferson Parish. Lamaran yang diberikan Edwin Hyde kepada rumah sakit Jefferson Parish ditolak karena rumah sakit telah menandatangani perjanjian dengan Roux & Associates, sebuah perusahaan medis professional yang menyediakan layanan anestesiologi rumah sakit. Oleh sebab itu, Edwin Hyde menggugat rumah sakit Jefferson Parish karena ditemukan juga dugaan bahwa adanya praktik tying agreement yang mengharuskan semua pasien yang menjalani operasi di rumah sakit tersebut menggunakan jasa anestesi dari Roux & Associates yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit Jefferson Parish.[39] 
	Kasus ini menimbulkan perdebatan di Mahkamah Agung, karena sebagian hakim yang mengusulkan penggunaan pendekatan rule of reason agar analisis dapat mencakup dampak ekonomi yang merugikan serta mempertimbangkan manfaat efisiensi dan inovasi. Namun, mayoritas hakim tetap mempertahankan pendekatan per se, dengan alasan bahwa tying tetap berpotensi merugikan persaingan.[40] Meskipun demikian, dari kasus Jefferson Parish inilah lahir pendekatan baru yang dikenal sebagai modified per se, yakni gabungan antara per se dan rule of reason. 
Pendekatan ini memuat empat syarat yang harus dipenuhi agar tying agreement dapat dikatakan melanggar undang – undang, antara lain: (1) adanya dua produk terpisah (separate products), (2) menimbulkan dampak penguasaan pasar (foreclosure), (3) memiliki kekuatan ekonomi (economic power), dan (4) adanya unsur pemaksaan (forcing). Elemen – elemen tersebut bersifat kumulatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pendekatan pembuktiannya akan beralih sepenuhnya ke rule of reason.[41] 
	Perubahan signifikan terjadi dalam kasus United States v. Microsoft Corp (2001). Kasus ini menjadi titik penting dimana pengadilan Amerika Serikat mulai berpindah ke pendekatan rule of reason untuk menyelesaikan perkara tying agreement. Dalam kasus tersebut, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan 21 negara bagian mengajukan gugatan terhadap Microsoft atas tuduhan praktik tying agreement, yakni dengan menggabungkan sistem operasi Windows sebagai produk utama (tying product) dengan peramban Internet Explorer (IE) sebagai produk tambahannya (tied product). 
Berbeda dari sebelumnya, dalam kasus ini pengadilan banding justru menolak pendekatan modified per se dan lebih memilih menggunakan pendekatan rule of reason. Alasan utama adalah bahwa integrasi tersebut dapat mendorong efisiensi, inovasi, serta manfaat teknologi bagi konsumen, sehingga memerlukan penilaian yang lebih mendalam terhadap dampaknya pada persaingan.[42] Selain itu, pengadilan juga menekankan bahwa Internet Explorer tidak memiliki utilitas terpisah tanpa sistem operasi untuk dijalankan sendiri.[43]  Oleh karena itu, elemen “produk terpisah” dari pendekatan modified per se yang digunakan dalam kasus Jefferson Parish Hosp, tidak relevan digunakan dalam kasus ini.[44] Hal ini semakin menegaskan bahwa pendekatan sebelumnya bersifat retrospektif dan kurang fleksibel dalam menghadapi kompleksitas produk digital modern.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pengadilan dan otoritas persaingan usaha Amerika Serikat, termasuk Federal Antitrust Commision (FTC), semakin mengedepankan analisis berbasis dampak ekonomi dari tying agreement dalam menilai legalitasnya. Dalam pedoman hukum mengenai praktik persaingan usaha di bidang kekayaan intelektual, Federal Trade Commission (FTC) juga menyatakan bahwa meskipun tying agreement dapat menimbulkan dampak antikompetitif, di sisi lain tying juga memiliki potensi dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan manfaat bagi konsumen.[45] 
	Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evolusi pendekatan terhadap tying agreement di Amerika Serikat telah bergeser dari paradigma hukum yang formalistik (per se illegal) menuju  pendekatan yang lebih berbasis analisis ekonomi (rule of reason). Perubahan ini mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas dinamika bisnis kontemporer, terutama dalam konteks teknologi dan pasar digital. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha harus adaptif terhadap konteks sektoral dan karakteristik produk, tanpa kehilangan fokus pada perlindungan struktur pasar dan kepentingan konsumen.

Relevansi Pendekatan Per Se Illegal pada Penggunaan Perkara Tying agreement
	Penerapan pendekatan hukum dalam menangani praktik tying agreement telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan dinamika pasar dan kebutuhan akan efisiensi ekonomi. Dua pendekatan utama yang digunakan, yakni per se illegal dan rule of reason, memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda. Pemahaman terhadap relevansi masing-masing pendekatan sangat penting untuk menilai keadilan dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha, khususnya dalam konteks Indonesia.
	Pendekatan per se illegal memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian hukum yang tinggi karena larangan bersifat absolut dan jelas tertulis dalam undang-undang. Dalam konteks ini, apabila unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, maka pelaku usaha dianggap telah melanggar hukum.  Keunggulan pendekatan ini juga terletak pada kesederhanaan pembuktian, yang tidak memerlukan analisis ekonomi yang kompleks, sehingga dapat mengurangi beban pembuktian dan mempercepat proses litigasi. 
Namun demikian, pendekatan per se illegal juga memiliki kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal menangani perkara bisnis modern yang semakin kompleks. Sifatnya yang kaku membuat pendekatan ini tidak responsif terhadap dinamika inovasi bisnis dan kompleksitas struktur pasar kontemporer. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi menghambat inovasi dan efisiensi ekonomi yang sebenarnya menguntungkan pelaku usaha dan konsumen.
Sebaliknya, pendekatan rule of reason menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menilai praktik tying agreement.  Pendekatan ini mengharuskan dilakukan analisis komprehensif terhadap dampak ekonomi, baik yang bersifat anti-kompetitif maupun pro-kompetitif, serta mempertimbangkan konteks bisnis secara menyeluruh. Pendekatan ini lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan bisnis. Melalui analisis ini, pengadilan dapat menyeimbangkan antara perlindungan terhadap persaingan dan pengakuan terhadap manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari suatu perjanjian bisnis. 
Kendati demikian, rule of reason juga memiliki tantangan tersendiri. Pendekatan ini membutuhkan keahlian teknis di bidang ekonomi, serta proses pembuktian yang lebih kompleks, sehingga menimbulkan biaya besar dan dapat memakan waktu yang cukup lama. Di Indonesia, keterbatasan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami pendekatan berbasis ekonomi sering kali menjadi hambatan dalam penerapan metode ini secara konsisten dan tepat sasaran.
	Dalam konteks tying agreement, keberadaan dampak positif seperti efisiensi biaya produksi, distribusi, pemasaran, serta peningkatan kualitas produk dan layanan, mengindikasikan bahwa penerapan pendekatan per se illegal secara mutlak tidak lagi memadai. Jika praktik tersebut selalu dianggap melanggar hukum tanpa mempertimbangkan manfaat ekonominya, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, sekaligus menghambat iklim usaha yang inovatif dan kompetitif.
	Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ningrum Natasya Sirait, ahli hukum persaingan usaha di Indonesia, yang menekankan bahwa dalam beberapa kasus, tying agreement dapat memiliki justifikasi bisnis yang valid. Dalam kasus antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan jaringan bengkel AHASS, belia menyatakan, “terdapat penemuan baru betapa dinamisnya hukum persaingan. Situasi yang baru – baru ini mengatakan, tied selling memiliki alasan bisnis yang valid dan banyak ekonom yang mendukung dan menyarankan bahwa ini bukan per se illegal, tetapi rule of reason. perkembangan yang terjadi banyak sekali, membuktikan ternyata tying in juga ada pro kompetisinya.” 
	Selain itu, praktik internasional juga mencerminkan pergeseran paradigma ini. US Federal Trade Commission menegaskan bahwa hukum terkait tying agreement telah mengalami perkembangan yang signifikan. FTC menyatakan, “The law on tying changing. Although the Supreme Court has treated some tie-ins as per se illegal in the past, lower courts have started to apply the more flexible “rule of reason” to assess the competitive effects of tied sales. Cases turn on particular factual settings, but the general rule is that tying products raises antitrust questions when it restricts competition without providing benefits to consumers”.[46] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara internasional pun, fleksibilitas dan kontekstualisasi dalam penilaian tying agreement semakin ditekankan, terutama ketika praktik tersebut memberikan manfaat nyata bagi konsumen.
	Dengan demikian, relevansi pendekatan per se illegal dalam menangani tying agreement perlu dievaluasi ulang. Meskipun dapat memberikan kepastian hukum, pendekatan ini sebaiknya tidak diterapkan secara mutlak, terutama jika praktik yang dimaksud memiliki potensi memberikan manfaat kompetitif. Untuk itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pemahaman ekonomi oleh aparat penegak hukum, serta pengembangan pedoman yang berbasis dampak ekonomi menjadi langkah penting untuk mendorong penerapan pendekatan rule of reason secara konsisten di Indonesia.

KESIMPULAN
Tying agreement sebagai bentuk perjanjian tertutup dalam hukum persaingan usaha mengandung dimensi hukum dan ekonomi yang kompleks. Praktik ini pada dasarnya dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan kekuatan pasar, pembatasan akses bagi pelaku usaha lain, serta hilangnya hak pilih konsumen. Oleh karena itu, pendekatan per se illegal awalnya digunakan untuk memberi kepastian hukum yang tegas dan efisien. Namun, perkembangan praktik bisnis dan hukum persaingan usaha, baik di Indonesia maupun secara global, menunjukkan bahwa tying agreement juga dapat menimbulkan dampak positif, seperti efisiensi biaya, peningkatan kualitas produk, perlindungan reputasi, serta inovasi layanan. Pendekatan per se illegal yang bersifat kaku menjadi tidak lagi memadai untuk menghadapi praktik pasar yang semakin dinamis.
Pendekatan per se illegal, meskipun memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan dalam pembuktian, terbukti tidak lagi relevan secara mutlak dalam menghadapi kompleksitas praktik bisnis modern. Sifatnya yang kaku dan tidak kontekstual berisiko menghambat inovasi, efisiensi, dan pengembangan pasar yang sehat. Sebaliknya, pendekatan rule of reason yang menekankan pada analisis dampak ekonomi, justru menawarkan fleksibilitas dan keadilan substantif dalam penegakan hukum persaingan. Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap tying agreement dapat disesuaikan dengan fakta-fakta konkret dan konteks bisnis yang relevan. Penerapan rule of reason juga memungkinkan identifikasi potensi manfaat pro-kompetitif, seperti pengurangan biaya transaksi, peningkatan kualitas, serta perlindungan reputasi produk.
Perkembangan praktik di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan per se illegal menuju rule of reason, sebagaimana terlihat dalam sejumlah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pasca diberlakukannya Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011. Putusan-putusan tersebut menandai pentingnya pembuktian yang berbasis dampak dalam menilai apakah suatu tying agreement benar-benar merugikan persaingan atau justru memberikan manfaat. Dalam konteks global, perubahan pendekatan di Amerika Serikat dari per se menuju rule of reason juga menguatkan argumen bahwa penilaian terhadap tying agreement harus bersifat kontekstual dan berbasis analisis ekonomi. 
Oleh karena itu, untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, pendekatan rule of reason semestinya menjadi acuan utama dalam menilai legalitas tying agreement di Indonesia. KPPU perlu secara konsisten menerapkan pendekatan rule of reason dalam menangani perkara tying agreement, hal ini bertujuan agar setiap praktik yang dilakukan pelaku usaha dapat dinilai secara objektif berdasarkan manfaat ekonominya. Selain itu, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Anti Monopoli, yang saat ini masih mencerminkan pendekatan per se illegal perlu dikaji ulang agar dapat mengakomodasi praktik bisnis modern, sehingga hukum tidak menjadi penghambat inovasi pasar.

DAFTAR PUSTAKA
[1] Lubis, F. A, Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
[2] Nugroho, S. A, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
[3] Sagi, G. “A Comprehensive Economic and Legal Analysis of Tying Arrangements”,The Seattle University Law Review,  vol. 38, iss. 1, pp. 1–35.
[4] Maulana Rizqi, A., Setiyawan, D., & Amal Kurniawan, D. “Analisis Penerapan Prinsip Rule of Reason Terhadap Kasus Tying agreement di Indonesia”, Jatijajar Law Review, vol. 2, no. 2, pp 99–109, https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.1242. 2023
[5] Fitri, N. H, “Astra Honda Motor Lepas dari Jerat Perkara Persaingan Usaha” [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/a/astra-honda-motor-lepas-dari-jerat-perkara-persaingan-usaha-lt6038af56edc65/, (Accessed 02 April 2025)
[6] Deny, S, “KPPU: Pelindo II Lakukan Praktik Monopoli Kegiatan Bongkar Muat” [Online]. Available: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2195883/kppu-pelindo-ii-lakukan-praktik-monopoli-kegiatan-bongkar-muat, (Accessed 02 April 2025).
[7] Winarto, Y, “KPPU: Kini, nasabah KPR BRI bebas pilih asuransi” [Online]. Available: https://nasional.kontan.co.id/news/kppu-kini-nasabah-kpr-bri-bebas-pilih-asuransi, (Accessed 03 April 2025).
[8] KPPU. “Terkait Jasa Bongkar Muat, KPPU hukum Pelindo II” [Online]. Available: https://kppu.go.id/blog/2013/11/terkait-jasa-bongkar-muat-kppu-hukum-pt-pelindo-ii/, (Accessed 03 April 2025).
[9] Soepadmo, N. R, Hukum Persaingan Usaha. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
[10] Fadhilah, M. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”, Jurnal Wawasan Yuridika, vol. 3, no. 1, pp 55-72. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217, 2019
[11] Jemarut, W. “Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”, Widya Yuridika, vol. 3, no. 2, pp 377-384, https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688, 2020.
[12] Jemarut, W. “Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”,Widya Yuridika, vol. 3, no. 2, pp 377-384,  https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688, 2020. 
[13] Muzakki, A. “Perkembangan Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha: Truncated Rule of Reason”, Jurnal Persaingan Usaha, vol. 3, no. 2, pp  152–162, https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.131, 2023.
[14] Usman, R, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
[15] Nugroho, A. A. “Strategi Bundling/Tying Sebagai Upaya Abuse Of Dominance: Studi Kasus Penerapan Strategi Tying/Bundling oleh Microsoft”, Jurnal Persaingan Usaha, vol. 3, no. 58, pp 53-78, 2010.
[16] Trehan, K., & Bhatnagar, P. “Tying vs Bundling Arrangements: An Attempt at Resolving the Lacuna In Indian Law. [Online].” Available: https://indiacorplaw.in/2018/05/tying-vs-bundling-arrangements-attempt-resolving-lacuna-indian-law.html, (Accessed 05 Juni 2025)
[17] US Antitrust Division, “The Antitrust Economics of Tying: A Farewell to Per Se Illegality”. [Online]. Available https://www.justice.gov/archives/atr/antitrust-economics-tying-farewell-se-illegality, (Accessed 22 April 2025).
[18] Sirait, N. N. (2025, January 8), “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Tertutup.” [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/a/perspektif-hukum-persaingan-usaha-terhadap-perjanjian-tertutup-lt677d60eb2dd60?page=all, (Accessed  07 Juni 2025).
[19] Usman, R, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
[20] Hovenkamp, E. N., & Hovenkamp, H. J.  “Tying Arrangements”, The Oxford Handbook Of International Antitrust Economics, vol. 2, iss. 14, pp 330-350, https://doi.org/10.2139/ssrn.1999063, 2017.
[21] Mukherjee, S. “Analytical Study of the Concept of Tie-In Arrangement in India”, SSRN Electronic Journal, pp 1-23,  https://doi.org/10.2139/ssrn.2427376, 2014.
[22] Sagi, G. “A Comprehensive Economic and Legal Analysis of Tying Arrangements”, The Seattle University Law Review, vol. 38, iss 1, pp 1-35, 2014.
[23] Usman, R, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
[24] Lubis, F. A, Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
[25] Anindhita, N. A., & Wiradiputra, D. “Praktik Tying agreement oleh PT. Astra Honda Motor Terhadap Dugaan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Lex Jurnalica, vol. 20, no. 2, pp 123-128. https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i2.6610, 2023.
[26] Hovenkamp, H., & Morton, S. M. “Framing The Chicago School Of Antitrust Analysis”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 168, iss. 7, pp 1843-1878, https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2113 ,2020
[27] Lubis, F. A, Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
[28] Nugroho, S. A, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
[29] Lubis, F. A, Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
[30] Carrier, M. “the Four Steps Of Rule Of Reason” Antitrust, vol 33, iss 2 pp 50-55, https://ssrn.com/abstract=3378582, 2020,
[31] Hovenkamp, H. “The Rule of Reason”, Florida Law Review, Vol. 70, iss. 1, pp 1-88 https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol70/iss1/2, 2018.
[32] Khemani, R. S, “A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy”, [Online]. Available: http://documents.worldbank.org/curated/en/977331468759588195, (Accessed 07 Juni 2025).
[33] Muzakki, A. “Perkembangan Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha: Truncated Rule of Reason”, Jurnal Persaingan Usaha, vol. 3, no. 2, pp 152–162, https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.131, 2023.
[34] Ross, S, The Principal of Antitrust Law. New York: Foundation Press, 1993.
[35] US Antitrust Division, “The Antitrust Economics Of Tying: A Farewell To Per Se Illegality”. [Online]. Available https://www.justice.gov/archives/atr/antitrust-economics-tying-farewell-se-illegality, (Accessed 23 April 2025).
[36] Ernest, G, Antitrust and Law Economics. Washington D.C: Publishing Co, 2004.
[37] Sagi, G. “A Comprehensive Economic and Legal Analysis of Tying Arrangements”, The Seattle University Law Review, vol. 38, iss. 1, pp. 1–35, 2014
[38] Ernest, G, Antitrust and Law Economics. Washington D.C: Publishing Co, 2004.
[39] Garcés, E. “An Introduction to Tying, Foreclosure, and Exclusion by M.D Whinston”, CPI Journal, vol. 8, iss. 2, pp 145-161, https://ssrn.com/abstract=227224, 2012.
[40] Evans, D. S. “Untying the Knot: The Case for Overruling Jefferson Parish”, SSRN Electronic Journal. pp 1-17, https://doi.org/10.2139/ssrn.934806, 2006.
[41] Evans, D. S. “Untying the Knot: The Case for Overruling Jefferson Parish”, SSRN Electronic Journal. pp 1-17, https://doi.org/10.2139/ssrn.934806, 2006.
[42] US Antitrust Division, “The Antitrust Economics Of Tying: A Farewell To Per Se Illegality”.  [Online]. Available:  https://www.justice.gov/archives/atr/antitrust-economics-tying-farewell-se-illegality, (Accessed 23 April 2025).
[43] Elhauge, E. “Tying, Bundled Discounts, And The Dead Of The Single Monopoly Profit Theory”, Harvard Law Review, vol. 123, no. 2, pp 1-88, https://harvardlawreview.org/print/vol-123/tying-bundled-discounts-and-the-death-of-the-single-monopoly-profit-theory/, 2009.
[44] Mukherjee, S. “Analytical Study of the Concept of Tie-In Arrangement in India”, SSRN Electronic Journal. pp 1-23, https://doi.org/10.2139/ssrn.2427376, 2014.
[45] Abbot, Alden. F, Wright, Joshua D. “Antitrust Analysis of Tying Arrangements and Exclusive Dealing”, George Mason Law & Economic Research Paper, vol. 8, no. 37, pp 1-34, https://ssrn.com/abstract=1145529, 2009.
[46] Federal Trade Commision. “Tying the Sale of Two Products”. [Online]. Available: https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/single-firm-conduct/tying-sale-two-products, (Accessed 9 Juni 2025)


